
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH
DAN REKENING KAS DAERAH OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 126
disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaal uang
daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas
Umum Daerah pada bank umum yang sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Rekening Kas Umum
Daerah dan Rekening Kas Daerah Otonomi Khusus
Provinsi Papua Tengah;

Mengingat

4. Undang-Undang....... / 2

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);



-)-

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O3 Nomor 47, Tarr$ahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2l tentans Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Talnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2071 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 680 1);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a Menjadi Undang-
Undang (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22 tettang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaltan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang.......l3
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10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2L terrtang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2I tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O24 terrtang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67311;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahlun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:......./4
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Kas Daerah
Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Kas Daerah
Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
rekening tempat penfmpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai dayalaku surut terhitung bulan
Januari 2O23.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 6 Juli 2O23

R. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TrD

RIBKA HALUK

ai dengan aslinya
IRO HUKUM,

.o I, SH, M.Si
0902 199610 1001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepa-la BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR :94TAHUN 2023
TANGGAL:6JULI 2023

PENETAPAN REKENINC KAS UMUM DAERAH DAN REKENING OTONOMI
KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BANK

BANK PAPUA

BANK PAPUA

9000102000011

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TID

RIBKA HALUK

aslinya
HUKUM,

SH, M.Si
02 199610 1001

NOMOR REKENING

90001o2111122I RKUD PROV. PAPUA TENGAH

NO NAMA REKENiNG

2
REKENING KAS DAERAH
OTONOMI KHUSUS I%

90001020000223
REKENING KAS DAERAH
OTONOMI KHUSUS 1,25%

4 REKENING KAS DAERAH DTI
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